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). titik temu antara kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Meski

demikian, efektivitas peran tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor,
seperti perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,
ketidakhadiran aktor kunci dalam musyawarah, serta keterbatasan pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi
pertanahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat bergantung pada
komunikasi publik yang transparan, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.

komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor untuk
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Abstract: This study examines the role of the village government in resolving agrarian conflicts arising from land acquisition for the
National Strategic Project (PSN) in Air Bangis Village, West Pasaman Regency. Data validity was strengthened by triangulation,
while analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that the
village government performs three main functions. First, as a motivator, the government strives to maintain community calm and
solidarity so that they are not easily provoked. Second, as a facilitator, the village government acts as a communication bridge between
the community, the local government, and investors to reduce misunderstandings. Third, as a mediator, the village government
maintains a neutral stance in deliberation forums to find common ground between community interests and national development.
However, the effectiveness of this role remains hampered by several factors, such as differing perceptions between the community and
the government, low public trust in the government, the absence of key actors in deliberations, and limited public understanding of
land regulations. These findings confirm that successful resolution of agrarian conflicts depends heavily on transparent public
communication, inclusive participation, and increased community legal capacity.
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Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan, karena memiliki fungsi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hubungan
manusia dengan tanah tidak hanya sebatas sumber daya alam, melainkan juga ruang hidup,
identitas, serta sarana keberlangsungan generasi (Ningtyas, D. C. A. 2023). Oleh sebab itu,
negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola tanah secara adil, melindungi hak
masyarakat, termasuk masyarakat adat, serta mencegah timbulnya konflik agraria.
Pengelolaan tanah yang berkelanjutan bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga
menjadi fondasi keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, serta kelestarian lingkungan
yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pandangan Urip Santoso, hak penguasaan tanah di Indonesia memiliki hierarki
mulai dari hak bangsa Indonesia, hak penguasaan oleh negara, hak ulayat masyarakat adat,
hingga hak perseorangan (Urip Santoso, 2019). Hak perseorangan sendiri terbagi lagi ke
dalam empat jenis: hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, serta hak milik
atas satuan rumah susun. Hierarki ini menunjukkan bahwa tanah adalah aspek krusial
dalam kehidupan manusia yang berkelindan dengan dimensi sosial, ekonomi, hingga
budaya (Widowati et al., 2019).

Meski demikian, pemanfaatan tanah di Indonesia kerap memunculkan persoalan
serius berupa konflik pertanahan. Konflik ini lahir akibat perbedaan pandangan atau
kepentingan antara individu maupun kelompok, dan salah satu bentuk yang paling banyak
terjadi adalah konflik agraria. Dalam konteks Indonesia, konflik agraria merujuk pada
perselisihan antara masyarakat dengan negara atau pihak swasta terkait pengelolaan dan
kepemilikan lahan (Adiansah, W., Apsari, NC, & Raharjo, ST 2019). Secara etimologis,
agraria berasal dari istilah asing seperti "akker" dalam bahasa Belanda yang berarti lahan
pertanian, "agro" dalam bahasa Yunani yang merujuk pada tanah atau sebidang lahan, dan
"agrarius" dalam bahasa Latin yang berarti budidaya atau pertanian (Chandra & Arifin,
2019). Dalam ranah hukum, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, melainkan
juga aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nilai strategis ini sering kali
menimbulkan perebutan akses maupun penguasaan, sehingga tanah menjadi rentan
terhadap sengketa dan konflik.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik
agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2023 saja, tercatat
sedikitnya 241 letusan konflik agraria yang melibatkan area seluas 638.188 hektare, tersebar
di 346 desa, dan berdampak pada 135.608 kepala keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari
empat orang, berarti lebih dari setengah juta jiwa menjadi korban konflik agraria dalam
setahun. Angka ini meningkat 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat
212 letusan konflik. Fakta ini menegaskan bahwa program reforma agraria yang dijanjikan
selama lebih dari satu dekade belum berjalan efektif. Letusan konflik tersebut merupakan
akumulasi dari persoalan lama yang belum terselesaikan ditambah konflik baru yang
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muncul akibat proyek investasi dan pembangunan berskala besar. Proyek semacam ini
sering dituding sebagai “lapar tanah” karena cenderung memperluas penguasaan lahan
dengan mengorbankan masyarakat lokal.

Tabel 1. Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2023

No Sektor Konflik Jumlah

1 Perkebunan 108

2 Properti 44

3 Pertambangan 32

4 Infrastruktur 30

5 Kehutanan 17

6 Pesisir/Pulau Kecil

7 Fasilitas Militer

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2023

Sektor-sektor yang memicu konflik agraria pun beragam. Dari total kasus tahun
2023, sektor perkebunan menempati posisi tertinggi dengan 108 letusan konflik atau 44%
dari total kasus. Disusul sektor properti dengan 44 konflik (18%), sektor pertambangan
dengan 32 konflik (13%), proyek infrastruktur sebanyak 30 konflik (12%), kehutanan
sebanyak 17 konflik (7%), serta pesisir dan fasilitas militer yang masing-masing
menyumbang 5 konflik (3%). Angka ini memperlihatkan bahwa ketimpangan penguasaan
tanah bukan hanya soal distribusi lahan pertanian, tetapi juga terkait kepentingan bisnis
besar yang melibatkan modal swasta dan kebijakan pemerintah.

Maraknya konflik agraria di Indonesia tidak lepas dari sejumlah faktor struktural.
Ketimpangan dalam penguasaan lahan dan distribusi sumber daya agraria menjadi akar
masalah utama. Selain itu, tumpang tindih peraturan hukum dan kebijakan pemerintah
yang sering tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat memperburuk situasi. Padahal,
secara normatif, tanah yang dikuasai negara seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Butar-Butar et al., 2023).
Namun, kenyataan di lapangan kerap bertolak belakang, di mana tanah justru dikuasai oleh
perusahaan besar atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan hak masyarakat setempat.
Kondisi inilah yang menciptakan ketidakadilan struktural dan menjadi pemicu utama
konflik agraria.

Untuk menata persoalan tanah, pemerintah sebenarnya telah menetapkan payung
hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah
merupakan aset penting bagi pembangunan nasional, sehingga pengadaannya harus
dilakukan dengan asas keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak-
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hak masyarakat. Undang-undang ini mengatur tahapan pengadaan tanah secara sistematis
mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam Pasal 2
ditegaskan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, keikutsertaan,
kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sebagai landasan utama (Butar-Butar et al.,
2023).

Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan ini tidak hanya memperjelas mekanisme hukum, tetapi juga menjadi pedoman
operasional pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar, termasuk Proyek Strategis
Nasional (PSN). Dalam PP tersebut, PSN didefinisikan sebagai proyek atau program yang
dijalankan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat
strategis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan
kesejahteraan masyarakat. Proyek ini mendapatkan prioritas khusus dalam perizinan,
pengadaan tanah, dan pendanaan. Namun demikian, prosedur hukum dan prinsip
perlindungan hak masyarakat tetap harus dijalankan.

Dalam praktiknya, pengadaan tanah untuk pembangunan memang kerap
menghadapi hambatan, terutama pada tahap persiapan yang sering diwarnai keberatan
dari pihak yang berhak atau masyarakat terdampak. Salah satu kasus nyata adalah konflik
agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang muncul dari
rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini mencakup pembangunan
kawasan industri berskala besar (kilang minyak, petrokimia, oleokimia, metalurgi,
manufaktur, dan industri makanan), bandara internasional, kawasan perumahan dan
pendidikan, serta green area pariwisata. Proyek dengan nilai investasi Rp150 triliun ini
diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat dan dilaksanakan oleh PT Abaco Pacific Indonesia
dengan memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektare (Suara.Com, 2023).

Abaco p9gn

Gambar 1. Wilayah Proyek Strategis Nasional Air Bangis
Sumber: LBH Kota Padang
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Tujuan utama proyek ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
menciptakan lapangan kerja, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti
perkebunan, kehutanan, pertanian, dan kelautan (antaranews.com,2023). Pemerintah
provinsi menyambut positif rencana ini dengan harapan akan memberikan dampak
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan justru berbeda.
Masyarakat Nagari Air Bangis menolak proyek tersebut karena merasa tidak pernah
dilibatkan dalam proses perencanaan maupun konsultasi publik. Mereka khawatir
pembangunan ini akan menghabiskan hampir seluruh luas nagari yang hanya sekitar
40.000 hektare, di mana 10.000 hektare sudah diklaim perusahaan lain (Suara.Com, 2023).

Penolakan masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa lahan yang akan
digunakan telah lama mereka kelola secara turun-temurun untuk pertanian, perkebunan,
dan perikanan. Meski tidak memiliki sertifikat resmi, tanah itu merupakan ruang hidup dan
sumber penghidupan utama. Wawancara dengan aktivis dan tokoh masyarakat setempat
mengungkap bahwa masyarakat merasa terkejut ketika mengetahui lahan mereka
ditetapkan sebagai lokasi proyek tanpa ada pemberitahuan atau dialog. Kekhawatiran
mereka semakin besar karena lahan itu juga mencakup kawasan permukiman yang dihuni
oleh 45 ribu penduduk.

Sejarah tanah yang direncanakan untuk PSN di Air Bangis juga memperumit konflik.
Awalnya, lahan tersebut adalah tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat secara kolektif.
Namun, sekitar tiga dekade lalu, niniak mamak menyerahkan tanah itu kepada perusahaan
pengolahan kayu, dan setelah berakhir, tanah kembali menjadi tanah negara dengan status
kawasan hutan produksi. Status legal ini memberi kewenangan penuh kepada pemerintah
untuk menetapkannya sebagai lokasi pembangunan strategis. Meski demikian, masyarakat
tetap menganggap tanah itu sebagai tanah adat yang diwariskan turun-temurun.
Pertentangan antara klaim adat dan status hukum inilah yang menjadi akar konflik.

Konflik semakin memanas karena adanya kekurangan sosialisasi, minimnya
pemahaman masyarakat tentang status hukum tanah, serta lemahnya koordinasi antarlevel
pemerintahan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah nagari memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala
nagari seharusnya berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat
dengan pemerintah maupun investor. Sayangnya, dalam kasus Air Bangis, peran
pemerintah nagari dinilai lemah. Masyarakat menilai wali nagari kurang mengambil
inisiatif dan tidak hadir sebagai fasilitator dialog. Akibatnya, masyarakat merasa dibiarkan
menghadapi konflik sendiri tanpa dukungan dari institusi terdekat.

Ketiadaan ruang mediasi yang inklusif dan transparan memperburuk situasi.
Konflik yang seharusnya bisa diredam melalui komunikasi justru berlarut-larut dan
menimbulkan ketegangan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun
antarwarga. Hal ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, termasuk
pemerintah nagari. Padahal, pemerintah nagari memiliki posisi strategis sebagai
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penghubung antara masyarakat dengan kebijakan pembangunan dari atas. Lemahnya
fungsi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam tata kelola konflik di tingkat lokal, yang
berimplikasi serius terhadap stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Metodologi

Metode penelitian dalam artikel yang diadaptasi dari skripsi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai strategi pemerintah dalam pengadaan tanah dan
penyelesaian konflik agraria, khususnya pada kasus Proyek Strategis Nasional di Nagari
Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk
menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pihak yang terlibat, baik masyarakat,
pemerintah nagari, maupun pihak terkait lainnya. Data penelitian dikumpulkan melalui
studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki
keterkaitan langsung dengan isu konflik agraria di wilayah tersebut. Teknik wawancara
digunakan untuk menggali informasi dari tokoh masyarakat, aktivis, perangkat nagari,
serta lembaga terkait guna memahami dinamika pengadaan tanah dan peran pemerintah
dalam proses mediasi konflik. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi di
lapangan, sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis
melalui literatur, regulasi, dan laporan resmi. Analisis data dilakukan dengan teknik
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
memilah informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian
deskriptif sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang diteliti. Selanjutnya, peneliti
menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori dan
regulasi yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan
gambaran komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam mengelola pengadaan tanah
serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan program pembangunan berskala besar
yang dirancang oleh pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah maupun badan
usaha swasta. Tujuannya adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur penting,
seperti jalan tol, waduk, bendungan, pelabuhan, kilang minyak, kawasan industri, serta
tasilitas publik lainnya. Landasan hukum dari penyelenggaraan PSN didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh
dalam menyediakan tanah demi kepentingan publik. Regulasi ini juga mengatur empat
tahapan utama pengadaan tanah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan
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penyerahan hasil. Setiap tahapan diharapkan dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan
ganti rugi yang layak, sehingga pembangunan berjalan tanpa merugikan hak masyarakat.

A X N\\“\\ﬁ

Proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Abaco Pacific Indonesia ini direncanakan
memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektare dengan total investasi mencapai Rp150 triliun.
Ketertarikan investor untuk mengembangkan kawasan ini didasarkan pada potensi
strategis Nagari Air Bangis sebagai lokasi industri minyak dan pendukung sektor energi.
Hasil pemantauan awal menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang direncanakan
termasuk dalam kawasan hutan produksi, sehingga secara legal dikatakan sebagai tanah
negara yang dapat dialokasikan untuk pembangunan. Status hukum ini menjadi dasar bagi
pemerintah dan investor untuk mengajukan rencana pengembangan kawasan industri.

Namun, meskipun tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan serius. Pertama, terdapat
ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan, di mana masyarakat Nagari Air
Bangis yang telah mengelola tanah secara turun-temurun merasa ruang hidup mereka
terancam. Tanah ulayat yang secara historis dikuasai masyarakat adat sebelumnya telah
diserahkan oleh niniak mamak kepada negara, sehingga statusnya berubah menjadi tanah
negara dengan fungsi hutan produksi. Status ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk
mengalokasikan lahan tersebut ke dalam PSN, meskipun di sisi lain masyarakat masih
menganggap tanah tersebut sebagai ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke
generasi.

Selain itu, persoalan status tanah ulayat yang berubah menjadi tanah negara menjadi
sumber konflik mendasar. Bagi masyarakat, tanah ulayat bukan hanya sekadar aset
ekonomi, melainkan juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang melekat erat
dengan identitas kolektif mereka. Ketika status tanah tersebut dialihkan menjadi tanah
negara tanpa pemahaman yang jelas bagi masyarakat, timbul perasaan kehilangan dan
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terpinggirkan. Inilah yang kemudian memperkuat resistensi terhadap rencana pengadaan
tanah untuk PSN di Air Bangis.

Dalam kerangka teori yang dikemukakan Nordholt, Schute, dan Van Klinken, peran
pemerintah nagari mencakup tiga aspek utama: motivator, fasilitator, dan mediator.
Sebagai motivator, pemerintah nagari berfungsi memberikan dorongan agar masyarakat
tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyelesaikan konflik melalui jalur damai.
Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menjadi jembatan komunikasi, memastikan suara
masyarakat tersampaikan kepada pemerintah daerah maupun investor, sekaligus
mengawal transparansi proses musyawarah. Sedangkan sebagai mediator, pemerintah
nagari berperan menengahi kepentingan yang bertolak belakang dengan menjaga netralitas
dan mencari titik temu. Ketiga peran ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik
agraria di Air Bangis, di mana kepentingan nasional harus dijalankan tanpa mengabaikan
hak-hak masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan hidup dari lahan yang
menjadi objek PSN.

a. Peran sebagai Motivator

Peran motivator yang dijalankan Pemerintah Nagari Air Bangis dalam
menghadapi konflik agraria akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan
upaya penting dalam menjaga ketenangan dan kekompakan masyarakat.
Pemerintah nagari menekankan fungsi mendorong dan memberi semangat agar
masyarakat tidak mudah terprovokasi, tetap berpikir positif, serta mampu
menghadapi dinamika konflik dengan cara yang damai. Peran ini berfungsi untuk
menjaga masyarakat tetap solid, tidak terpecah, dan mampu memperjuangkan hak-
haknya melalui jalur yang sesuai hukum. Pemerintah nagari menegaskan bahwa
pembangunan tidak boleh dipandang hanya sebagai ancaman, melainkan harus
dipahami sebagai kebijakan pusat yang perlu dibicarakan bersama dengan
melibatkan masyarakat. Dalam perannya, pemerintah nagari berusaha mencegah
perpecahan akibat ketegangan konflik agraria dengan menguatkan semangat
kebersamaan agar masyarakat tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka tanpa
menimbulkan benturan fisik.

Motivasi yang diberikan diarahkan agar masyarakat tetap menggunakan jalur
musyawarah dan forum resmi untuk menyampaikan aspirasi, bukan terprovokasi
oleh pihak tertentu. Dengan sikap ini, masyarakat didorong untuk menjaga
ketenangan, tetap rasional, serta mengedepankan jalur damai dalam menghadapi
konflik. Pemerintah nagari juga menekankan bahwa hak masyarakat untuk bersuara
harus dijaga, sehingga mereka tetap memiliki ruang menentukan arah
pembangunan. Peran motivator ini diwujudkan melalui tiga dorongan penting:
dorongan moral agar masyarakat tidak kehilangan harapan, dorongan politik agar
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mereka tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan dorongan sosial untuk
menjaga kesatuan agar tidak terjadi konflik horizontal.

Dengan menjalankan peran motivator tersebut, pemerintah nagari berusaha
memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan posisi tawar dalam pembangunan.
Aspirasi masyarakat diakui sebagai bagian penting dari proses pembangunan,
sehingga hak mereka harus tetap dihormati. Motivasi yang diberikan mengarahkan
masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya secara damai, kritis, dan sesuai
hukum, tanpa mengorbankan kebersamaan dan ketertiban sosial di nagari.

b. Peran sebagai Fasilitator

Peran Sebagai fasilitator, kepala nagari memiliki tanggung jawab
menyediakan sarana, prasarana, serta ruang komunikasi yang memungkinkan
proses pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Dalam konteks konflik
agraria akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, peran fasilitator
menjadi penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah
daerah, dan pihak investor. Kondisi ketika informasi proyek tidak tersampaikan
dengan jelas kepada masyarakat berpotensi menimbulkan salah paham dan
ketegangan. Karena itu, pemerintah nagari mengambil peran sebagai penghubung
agar aspirasi dan keberatan masyarakat tersampaikan secara resmi, sekaligus
memastikan bahwa kepentingan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan.

Pemerintah  nagari  menampung  pendapat  masyarakat dan
menyampaikannya kepada pemerintah daerah maupun tim dari provinsi atau pusat.
Mekanisme ini membuat masyarakat merasa dilibatkan, bukan hanya sebagai objek
pembangunan. Selain itu, pemerintah nagari juga mengawal jalannya musyawarah
agar berlangsung adil, transparan, dan tidak didominasi pihak tertentu.
Musyawarah menjadi ruang dialog resmi di mana masyarakat dapat menyuarakan
kepentingannya secara seimbang dengan arah kebijakan pembangunan, sehingga
potensi konflik dapat ditekan sejak awal.

Dalam menjalankan peran fasilitator, pemerintah nagari juga bekerja sama
dengan lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kolaborasi ini
memberi ruang tambahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan
melalui jalur adat, terutama bagi mereka yang merasa enggan berbicara langsung.
Kehadiran lembaga adat memperkuat legitimasi pemerintah nagari sekaligus
menegaskan bahwa fasilitasi yang dilakukan tidak semata administratif, melainkan
juga berakar pada struktur sosial budaya yang ada.

c. Peran sebagai Mediator

Peran Sebagai mediator, kepala nagari memiliki peran penting untuk berdiri
di tengah dan menjaga netralitas dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, peran mediator berarti pemerintah
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nagari harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah pusat, dan
investor agar sengketa lahan tidak berkembang menjadi benturan sosial yang lebih
luas. Pemerintah nagari menyediakan ruang musyawarah yang melibatkan semua
pihak, sehingga perbedaan pandangan dapat dibicarakan secara terbuka dan
mencari titik temu yang adil. Posisi netral ini memungkinkan tercapainya solusi win-
win, di mana hak masyarakat tetap dihormati, sementara pembangunan nasional
tetap dapat berjalan.

Peran mediator tidak hanya pasif sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga aktif
dalam mengupayakan penyelesaian konflik melalui rapat, forum musyawarah, dan
dialog terbuka yang melibatkan masyarakat, BAMUS, pemerintah daerah, hingga
pihak perusahaan. Upaya ini bertujuan mencegah salah paham, mengurangi
ketegangan, serta menciptakan komunikasi yang lebih transparan antara pihak-
pihak yang berkepentingan. Kehadiran pemerintah nagari sebagai penengah juga
menjadi bentuk jaminan bahwa suara masyarakat tidak diabaikan dalam proses
pengambilan keputusan terkait pembangunan.

Namun, peran mediator menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, adanya
perbedaan persepsi antara masyarakat yang fokus pada perlindungan tanah ulayat
dan pemerintah pusat yang menekankan urgensi PSN. Kedua, ketidakhadiran
pihak-pihak penting dalam forum musyawarah membuat keputusan yang
dihasilkan kurang komprehensif. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah menimbulkan anggapan bahwa pemerintah lebih
berpihak pada investor. Keempat, minimnya pemahaman hukum masyarakat terkait
regulasi pertanahan dan prosedur PSN membuat mereka mudah terprovokasi dan
terjebak misinformasi.

Dengan demikian, peran mediator yang dijalankan pemerintah nagari di Air
Bangis sangat krusial, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor
komunikasi, partisipasi aktor kunci, tingkat kepercayaan, serta Kkapasitas
pemahaman hukum masyarakat. Apabila hambatan-hambatan ini dapat diatasi,
maka mediasi yang dilakukan pemerintah nagari berpotensi menjadi jalan
penyelesaian konflik agraria yang adil dan konstruktif.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria
(Studi Kasus Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat),
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari memiliki posisi yang sangat strategis sebagai
aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Peran tersebut dijalankan dalam tiga
fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator,
Pemerintah Nagari berupaya menjaga semangat masyarakat agar tetap menempuh jalur
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damai dalam memperjuangkan hak atas tanah serta menghindari tindakan anarkis yang
dapat memperparah konflik. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menyediakan ruang
dialog dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak
investor agar kesenjangan informasi dapat diminimalisir. Sementara itu, sebagai mediator,
pemerintah nagari berusaha menjadi penengah yang netral, menghadirkan forum
musyawarah, dan mencari jalan tengah antara kepentingan masyarakat dengan program
pembangunan nasional.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya hambatan yang mengurangi
efektivitas peran pemerintah nagari, antara lain perbedaan persepsi antara masyarakat dan
pemerintah pusat, ketidakhadiran pihak-pihak penting dalam forum musyawarah,
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta keterbatasan
pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan dan prosedur PSN. Faktor-
faktor ini memperlihatkan bahwa meskipun Pemerintah Nagari berusaha menjalankan
perannya, keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi,
keterlibatan semua aktor, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari memperkuat komunikasi
publik, membangun mekanisme mediasi yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas
hukum masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan provokasi. Selain itu, koordinasi
antar lembaga seperti BPN dan KAN perlu diperkuat guna mendukung penyelesaian
konflik melalui musyawarah mufakat. Langkah-langkah ini diharapkan membuat peran
Pemerintah Nagari lebih optimal dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan
perlindungan hak masyarakat.
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